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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

NOMOR ! TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna
menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan = dan
kemasyarakstan yang sekaligus peningkatan pendapatan asli daerah
perlu mengatur penggunaan parkir di tepi jalan umum;

bahwa untuk memberikan pelayanan penggunaan parkir Ai tepi jalan
umum di Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya pedomén
pengaturan, penertiban terhadap pengenaan objek retribusi;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b tersebut, periu
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe

Sefatan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 };

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3493};

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Nomor 4267);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256};

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang — undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang ~ undang
Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Normor 4844);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 4438);

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5059);
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17.
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5025);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu

Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribuéi -Daerah -
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 - Norﬁor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); .
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah:
{Lembaran Negara ' Republik Indonesia Tabun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pedoman dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 39 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007
Nomor 110 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
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19,

20.

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan {Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2007 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
'Peraturan Daerah Kabupaten KOnawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan {Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009

Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menetapkan :

dan
- BUPATiI KONAWE SELATAN
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Kepélé Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
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11.

12.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
Bupati adalah Bupati Konawe Selatan; ‘ B _ l
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan; R
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten KXonawe Selatan;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

informasi Kabupaten Konawe Selatan; _ _

Kepéla Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Ka-bu‘paten

Konawe Selétan;

Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Konawe Selatan;

Dinas Pendapatan dan Pengeldlaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Konawe Sélatan;

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku;

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan

bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi

yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha

lainnya;

. Kendaraan bermotor adalah kendarazan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada

pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang

dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;

. Tempat parkir adalah tempat yang berjalan di tepi jalan umum tertentu dan telah

ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;

. Retribusi Jasa Umum adaiah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang atau badan;

. Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran

atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum;

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi

wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan ketatausahaan;
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20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib

retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang
terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang di tetapkan oleh Bupati;

21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah iebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKRDLB,
adalavh surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karénajumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
tidak seharusnya terutang ;

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksivadministrasi berupa bunga dan/atau denda;

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKRDKBT a;dvavlah surat keputusan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih ~kecil daripada retribusi yang terutang atau
tidak seharusnya terutang; )

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah

surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumiah

kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

. Tarif Retribusi adalah nilai rupiash atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk

menghitung besarnya retribusi terutang;

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah

data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban

retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;

. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan

penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta

menentukan tersangkanya.
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BAB N
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Parkir ditepi jalan umum dipungut sebagai pembayaran atas
penyediaan atau pemberian parkir kepada orang pribadi atau badan untuk mendapatkan

pelayanan parkir. -

Pasal 3
{1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di tepl jalan umum;
(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan kemudian oleh
Kepala Daerah,
Pasal 4
Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau mendapatkan

tempat parkir di tepi jalan umum,

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksud didasarkan
pada tujuén untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam
rangka memperlancar lalulintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan

pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;



{2) Biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

ini meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional,

biaya pemeliharaan, administrasi, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan

. pengendalian operasional.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

{1) Struktur tarif retribusi digolongkan sebagai berikut :

a. Parkir di tepi jalan umum yang berdasarkan tingkat kepadatan parkir;

- Bus, Truck dan Alat Besar Lainnya
- Sepeda Motor

- Sedan, jeef, Mini bus, Pick
Up dan sejenisnya

- Bus, Truck dan At Besar Lainnya
- Sepeda Motor

Khusus Kendaraan Taxi

TINGKAT JENIS KENDARAAN BERMOTOR
KEPADATAN TARIF
PARKIR
Rendah - Sedan, jeef, Mini bus, Pick Rp. 1000 / Sekali Parkir
Up dan sejenisnya

Sedang - Bus, Truck dan Alat Besar Lainnya Rp.2500 / Sekali Parkir

- Sepeda Motor
Rp. 500 / Sekali Parkir

- Sedan, jeef, Mini bus, Pick

Tinggi Up dan sejenisnya Rp. 1500 / Sekali Parkir

Rp. 3000 / Sekali Parkir
Rp. 1000 / Sekali Parkir

Rp. 2000 / Sekali Parkir

Rp. 3.500 / Sekali Parkir
Rp. 1000 / Sekali Parkir

Rp. 2.000 / Sekali Parkir

b. Parkir di tepi jalan umum berlangganan.

- Mobil Dump Truck, Truck Gandeng dan sejenisnya : Rp. 100.000,- / Tahun

- Mobil Truck Bus dan sejenisnya

- Mobil Sedan, Jeep, Mini Bus dan sejenisnya

- Sepeda Motor dan sejenisnya

- Mobil Dump Truck, Truck Gandeng dan sejenisnya

: Rp. 75.000,- / Tahun
: Rp. 50.000,- / Tahun
:Rp. 30.000,- / Tahun
: Rp. 10.000,-/Sekali Parkir
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- Mobil Truck Bus dan sejenisnya : Rp. 7.000,-/Sekali Parkir

- Mobil Sedan, Jeep, Minl Bus dan sejenisnya : Rp. 5.000,-/Sekali Parkir
- Sepeda Motor dan sejenisnya : Rp. 1.000.-/Sekali Parkir
(2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin a pasal ini adalah diukur

berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir di tepi jalan umum;
Pasal 9

(1) Hasil retribusi di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Daerah ini disetor langsung ke kas daerah Kabupaten Konawe Selatan;
(2) Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah atau daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB Viii
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Biaya Insentif pungutan terhadap retribusi ditetapkan sebesar S % (Lima Perseratus) dari

rencana penerimaan retribusi;
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{4) Tata cara Pemberian insentif senagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur dengan

keputusan Bupati.
Pasal 13

Pemungutah retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas;

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk
mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai
waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan;

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan
retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu

yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti
pembayaran;
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan; \
(3) Bentuk, Iisi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan

oleh Bupati.

10
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BAB Xi
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17
(1) Mengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
“pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 {tujuh) hari sejak s'.aatﬁj:atuh
tempb pefnbéyaran; |
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat Iéin yang -
sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini dikeluarkan oleh Buapti.
Pasal 18

Bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB Xli
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang

terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIil
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20
(1) Biaya insentif pengutan terhadap retribusi ditetapkan sebesar 5 % (Lima perseratus) dari

rencana penerimaan retribusi;
(2} Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3} pasal ini diatur dengan

keputusan Bupati.

11
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BAB Xiv
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan rertribusi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, KEBERATAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUS!

Pasal 22

(1) Waijib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah;

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi atau bukan karena kesalahan;

(3) Waijib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang
tidak benar;

{4) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan retribusi sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat {1), ayat (2) dan ayat (3} pasal ini hanya kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(5) Keberatan diajukan secara tertulis datam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jeias;

(6) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat
membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

(7} Keberatan bharus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 {tiga puluh) hari sejak tanggal
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterima, kecuali Wajib
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

diluar kekuasaannya;

(8) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal

ini tidak dipertimbangkan;

12



(9) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan

penagihan retribusi.
Pasal 23

(1) Bupati atau pejébat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 4 {empat) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati
atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling fama 4 {enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;

{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2} pasal ini, telah dilampaui, dan
Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permochonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh} hari;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya
SKRDLB;
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(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka

waktu 60 (enam puluh) hari Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

retribusi.

Pasal 25

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis
kepada Bubati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
a. Nama dan alamat wajib retribusi;
b. Besarnya kelebihan pembayaran;
c. Alasan yang singkat dan jeias.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung
atau melalui pos tercatat; _ ‘
(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukfi

saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

{1) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaiamana yang dimaksud dalam pasal 20 Peraturan
Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;

{2} Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi fainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara
memindahbukukan;

(3) Bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasai 27

{1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi

melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
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(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung
apabila :
a. Diterbitkan surat peringatan, surat teguran dan surat paksa;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung;
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati atau

pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
KETENTUAN PiDANA

P-sal 28

(1) Wajib retribusi daerah yang tidak melaksanankan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1} pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XViil
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan
Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana;

{2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : -

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana pelanggaran;
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3)

. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

tindak pidana pelanggaran;

. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana pelanggaran;

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan

dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti
tersebut;
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana pelanggaran;

. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e pasal ini;

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;
Menghentikan penyidikan;

. Melakukan tindakan lain yang per"s untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

pelanggaran menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasatl ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, tersangka
dan/atau keluarganya sesual ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Hal-hat yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Peraturan

Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan
tidak berlaku.
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BAB XXI|
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintshkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011

BUPATI K

—/‘/—
H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Hitay

H. SARDJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR
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